
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk 

mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan 

pembangunan secara terencana dan bertahap.
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Manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari tidak lepas dari 

sebuah sarana perhubungan. Yakni dengan transportasi, baik transportasi darat, 

laut maupun udara. Alat transportasi bagi manusia mempunyai multi fungsi 

dalam mendukung kegiatan manusia sehari-hari dalam rangka kelangsungan 

hidupnya.  

Seiring dengan perkembangan alat transportasi, semakin meningkat 

juga spesialisasi dari kegiatan manusia sehari-hari. Dengan perkembangan 

tersebut jika tidak diimbangi dengan sarana prasarana lalu lintas yang baik 

akan mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan pasal 49 telah 

mengatur tentang kewajiban setiap kendaraan untuk melakukan uji berkala atau 

sering disebut dengan uji Kir.
2
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Dalam perkembangan dan realitanya, pengangkutan di daerah lebih 

sering berhadapan dengan tindak pelanggaran karena minimnya perlengkapan 

yang mereka miliki. Hal ini juga mengakibatkan keselamatan penumpang tidak 

terjamin. Perlengkapan tersebut dapat berupa belum terujinya kendaraan, 

sehingga belum bisa dikatakan lolos uji laik jalan. Maka seharusnya tidak 

boleh beroperasi, karena dengan kondisi kendaraan yang belum tentu bisa 

dikatakan baik dan layak untuk beroperasi dimungkinkan keselamatan 

penumpang tidak dapat terjamin. 

Balai pengujian kendaraan bermotor dan Dinas Lalu Lintas Angkutan 

dan Jalan (DLLAJ) yang tergabung dalam Dinas Perhubungan dan Informatika 

Daerah Mandailing Natal, perlu untuk melakukan Uji Berkala dan Uji Tipe 

pada setiap kendaraan. Terutama kendaraan angkutan umum, sebelum mereka 

mengoperasikannya, demi keselamatan penumpang dan masyarakat secara 

umum. 

Sebelum membahas lebih jauh, perlu kita ketahui definisi dari kata laik 

dan laik jalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “laik berarti 

memenuhi persyaratan yang ada; patut; pantas; layak”.
3
 Menurut Kamus 

Hukum, “Laik berarti Pantas; patut; layak; memenuhi persyaratan yang 

ditentukan (oleh undang-undang); memenuhi persyaratan yang harus ada atau 

dipenuhi”.
4
  

Pada dasarnya uji laik jalan pada pengangkutan umum di daerah, 

khususnya di wilayah hukum Mandailing Natal sangat penting dilakukan. 

                                                           
3
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1999), h. 356 
4
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Dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Informatika bekerjasama dengan aparat 

kepolisian berhak menguji kelaikan, apakah angkutan tersebut dapat dikatakan 

laik jalan atau tidak laik jalan. Hal ini dilakukan karena laik jalan memiliki arti 

yang sangat penting, di antaranya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu 

lintas. Karena dalam pemeriksaan kelaikan teknis, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor 

di jalan, ada 15 pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang harus diuji, yaitu : 

1. Sistem rem 

2. Sistem kemudi 

3. Posisi roda depan 

4. Badan dan kerangka kendaraan 

5. Pemuatan 

6. Klakson 

7. Lampu-lampu 

8. Penghapus kaca 

9. Kaca Spion 

10. Ban 

11. Emisi gas buang 

12. Kaca depan dan kaca jendela 

13. Alat pengukur kecepatan 

14. Sabuk keselamatan 
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15. Perlengkapan dan peralatan.
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Apabila dari 15 hal tersebut dapat lolos uji, maka akan dapat dikatakan 

laik jalan dan kendaraan tersebut sudah boleh beroperasi. Di samping itu, uji 

kelaikan sangat penting untuk mengurangi polusi udara dan tingkat kebisingan. 

Karena menurut standar, minimal ketebalan asap dari kendaraan bermotor 50 

persen. Lebih dari 50 persen dianggap tidak memenuhi standar nasional. 

Mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki kerusakan mesin sebelum 

diadakan uji kendaraan ulang. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perhubungan 

dan Informatika Mandailing Natal mengatakan bahwa: pada lalu lintas yang 

merupakan inti persoalannya ialah menentukan suatu pola lalu lintas yang lebih 

dapat menjamin kelancaran dan keamanan untuk semua golongan pemakai 

jalan. Di sini ditekankan pada kenderaan angkutan umum perlu melakukan uji 

laik jalan untuk menghindari berbagai macam faktor yang dapat menggangu 

kelancaran tata tertib lalu lintas di jalan, khususnya wilayah Mandailing Natal.
6
 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan tersebut dan membahas lebih dalam mengenai dalam bentuk 

skripsi yang berjudul: Pengujian Oleh Dinas Perhubungan dan Informatika 

Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Kendaraan Angkutan Umum 

Dalam Hal Uji Laik Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009. 

                                                           
5
 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor 

di Jalan 
6
 Andi Simanjuntak, (Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika), wawancara, 20 Maret 

2016 
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B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya 

memfokuskan pembahasan pada pengujian oleh Dinas Perhubungan dan 

Informatika Kabupaten Mandailing Natal terhadap kendaraan angkutan umum 

dalam hal uji laik jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengujian oleh Dinas Perhubungan dan Informatika terhadap 

kendaraan angkutan umum dalam hal uji laik jalan di Kabupaten 

Mandailing Natal ? 

2. Apa faktor penghambat dalam melakukan pengujian oleh Dinas 

Perhubungan dan Informatika terhadap kendaraan angkutan umum dalam 

hal uji laik jalan di Kabupaten Mandailing Natal ? 

3. Bagaimana penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan dan Informatika 

terhadap pelanggaran pengujian kendaraan angkutan umum di Kabupaten 

Mandailing Natal ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pengujian oleh Dinas Perhubungan dan Informatika 

terhadap kendaraan angkutan umum dalam hal uji laik jalan di 

Kabupaten Mandailing Natal. 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan pengujian oleh 

Dinas Perhubungan dan Informatika terhadap kendaraan angkutan umum 

dalam hal uji laik jalan di Kabupaten Mandailing Natal 

c. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan dan 

Informatika terhadap pelanggaran pungujian kendaraan angkutan umum 

di Kabupaten Mandailing Natal. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu 

hukum lebih khususnya dalam hukum tata negara tentang pengawasan 

dinas perhubungan dan informatika kabupaten mandailing natal terhadap 

kendaraan angkutan umum dalam hal uji laik jalan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap 

Pengujian oleh Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing 

Natal Terhadap Kendaraan Angkutan Umum Dalam Hal Uji Laik Jalan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang berlokasi di Kabupaten 

Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, lebih khususnya di kantor Dinas 

Perhubungan dan Informatika Mandailing Natal. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan dan Informatika 

Mandailing Natal. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pengujian oleh 

Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal Terhadap 

Kendaraan Angkutan Umum Dalam Hal Uji Laik Jalan Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 

4. Populasi dan Sampel 

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan dan 

Informatika Mandailing Natal yang berjumlah 139 orang. Karena jumlah 

populasi terlalu banyak, maka penulis mengambil sebagai sampel sebanyak 

1 orang kepala Dinas dan 10 orang pewagainya dengan tehnik purposive 

sampling. 

5. Sumber Data 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan dan 

Informatika Mandailing Natal yang dijadikan sebagai responden yang 

berhubungan penelitian ini,  

b. Data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang 

diteliti, yaitu berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini. 
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6. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke 

lapangan untuk melihat secara jelas bagaimana kondisi kendaraan. 

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan 

kepala dan pegawainya Dinas Perhubungan dan Informatika Mandailing 

Natal yang dijadikan responden dalam penelitian ini. 

7. Metode Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut 

diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari 

data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan 

yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang 

masalah yang ditelit 

8. Metode Penulisan 

a. Deduktif, yaitu mengambarkan secara tetap masalah yang diteliti 

sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk 

mendapatkan kesimpulan secara khasus. 

b. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada kemudian dihubungkan 

dengan masalah yang diteliti dan diambil kesimpulan secara umum. 

c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti 

sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa. 
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F. Sistematika Penulisan 

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, 

maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa 

pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat 

dipisahkan.  

BAB I  PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN yaitu sejarah, 

kondisi georafis dan demokrafis, kondisi pendidikan dan kondisi 

perkonomian. 

BAB III  TINJAUAN TEORITIS yang berisikan pengertian pengawasan

 fungsi pengawasan, jenis-jenis pengawasan, maksud dan tujuan 

pengawasan, prinsip-prinsip pengawasan, teknik pengawasan, 

karakteristik pengawasan yang efektif, tinjauan umum tentang uji 

laik jalan. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisikan 

pengujian oleh Dinas Perhubungan dan Informatika terhadap 

kendaraan angkutan umum dalam hal uji laik jalan di Kabupaten 

Mandailing Natal, faktor penghambat dalam melakukan pengujian 

oleh Dinas Perhubungan dan Informatika terhadap kendaraan 

angkutan umum dalam hal uji laik jalan di Kabupaten Mandailing 

Natal, penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan dan Informatika 
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terhadap pelanggaran pengujian kendaraan angkutan umum di 

Kabupaten Mandailing Natal. 

BAB V  PENUTUP yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


